
 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR lr.f TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINS! BENGKULU TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

• Menimbang : a. bahwa unluk melaksanakar ~etentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

• 

25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto 

Pasal 32 ayal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. maka Pemerintah Provins1 Bengkulu perlu 

untuk menyusun Rencana i<eqa Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 

sebaga1 penjabaran Rerc;ra Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

1~P /v',DJ P,ov;ns, Bengkul~ ~ahun 2010-2015. 

t: tJahv'la R-0 :ana ~.e, a 0 2,.....,er• ·tar Daerar (RKPD\ Provins1 Bengkulu Tahun 

;_,·:! "le""ui" 't;~.,.;ra i(ern, ;,a eK0:10[111 daerah. program priontas 

pernbangunan daerah ·erca"a Keqa dan pendanaannya serta prakiraan maju 

dengan mempert1mbangkar. kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang 

bersumber dari anggaran pe~dapatan dan belania daerah maupun sumber-

sumber lain. yang disusur berdasarkan has1I Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Rencana Kel')a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 

Tahun 2012; 

c. bahwa sesuai kelentuan Pasal 26 ayal (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 



 

Mengingat 

• 

• 

d bahwa berdasarkan pertiribangan sebagaimana d1maksud pada huruf a b dan 

c. perlu d1tetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD: Provinsi Bengkulu Tahun 2012. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 lentang Pembentukan Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828): 

2 Undang-Undang Nomor 1- Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286): 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik l~dones1a Nomor 4355) 

4 Undang-Undang Nomor '0 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 ); 

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 'Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164 Taribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6 Jndang-Lndarg 'Jomor 32 ,ahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 

_e"7bara• "legara '<.e~ob K "jo~es1a Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 

Lerrbarar Negara RepubhK 0 drres1a Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakr1, 1engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daera" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara 

Pemenntah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 



 

• 

• 

_ "1a" ~- ... "clarg 'Jo,ic· · ~ Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

_a"gl\a Pan1a:ig Nas1ona. Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

"~o".es:a Tahun 2007 \ --·1or 33. Tambahan Lembaran Negara Republik 

--do:ies1a t.Jomor 47CC' 

~ Peraturan Pemer,ntah Ncr-or 20 Tahur 1969 tentang Berlakunya Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 1 967 dan Pelaksanaan Pe~ef'rtahar di Provinsi 

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 

Tambahan Lambaran Negar i Republik rndones1a Nomor 2854:: 

10. Peraturan Pemerintah Norn_,. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Nega:-a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

11 Peraturan Pemerintah No:'"C" 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Antara Pemerintah. Perrt'f ~tah Oaerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten.'Kota (Lembaran ~.egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negar.,. Republik 'ndonesia Nomor 4737): 

12 Peraturan Pemerintah ·,c" : • 41 Tahun 2007 tentang Organisas1 Perangkat 

Daerah t~embaran Nega:a Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tarrbahan Lembaran Negar., Republik ~dones1a Nomor 4741 ): 

'3 Pe•at~rar Pe""er'r'.ar \. ·- · 6 Tarur 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Pe"/ele"-::ca·aan Pem~- -·~- .,· ::laerah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tat>.iri 2:::~ ',o-c• '? Tarrta~:.· ~c""~3ran Negara Republil\ Indonesia 

~0'110'. 48'5 

14 Peraturan Penier,rtah t-.c!"•• 8 Ta:v- 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Eva uas Pela~sanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Repub' K l'ldo:ies1a Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 

Lembaran Negara Republik '"'.!~-es1a Nornor 4817) 

15 Peraturan Pres1den Republik rclones1a Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Mene":;a~ Nasional Tahun 2010-2014, 

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana 

Keria Pemerintah Tahun 2012 



 

• 

• 

.- =:::a:Jra- '.!erter, Dalarr ~.egeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman 

==·;;e olaari Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 

:e-akti.r dengan Peraturan lv1enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

::>erubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Prociuk Hukum Jaerah 

19 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

20. Peraturan Daerah Provins1 Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok­

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2007 Nomor 6), 

21 Peraturan Daerah Prov1ns1 Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Pan1ang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daera" Provins1 Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4 ), 

22 Peraturan Daerah Provms1 Sengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemennlahan yang menJad kewenangan Pemerinlah Provinsi Bengkulu 

:Lembaran Oaerah Prov1~s1 3°rgkulu Tahun 2008 Nomor 5); 

23 ;:,era'Jra~ 'Jaera~ Prcv ~s, :3"1lQ'u:J (,,Jomm 8 Tahun 2008 tenlang Organisasi 

dan Tata KerJa lnspek,ora,, Sadar Perencanaan dan Pembangunan Oaerah dan 

Lembaga Teknis Oaerah :>rovmsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8) 

24. Peraturan Daerah Provins1 Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Oaerah 

Provinsi Bengkulu Tahun 200") Nomor 6): 

25. Peraturan Oaerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 

2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4). 



 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN'. 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD1 PROVINS! BENGKULU TAHUN 2012 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Gubernur Im yang dimaksud dE':'J.Jr 

1. Daerah adalah Provms1 Bengkulu, 

2 Pemerintah Daerah adalah Guber~ur be,ert J perangkat daerah sebaga1 unsur penyelenggara 

• pemerintahan daerah di Provins1 Bengkulu: 

3. Dewan PerwakIlan Rakyat Daerah y~ng sci' Jt:iya d1sebut DPRD adalah Lembaga Perwaklian 

Rakyat Daerah Prov1ns1 BergkJlu sebag;,: 1,rs . • pelaksana pemerir'lahan daerah di ProvinsI 

Bengkulu. 

4 Gubernur adalah G:J!:>-:rnur BengL u 

5 Sekreta:is Daerah adalo: Sek•e•ar·s ::>ae· ar • - , •::. Sc,gKulu 

6 i<ab.:;iate" "v'~ .."('.: 3~ KatJrate" ~ota :la :·n -~,ur P•ov·rs, Bergkulu 

7 Satuan 1<1:r,3 Pl d"g' ,. 8J .. 'J~ ..ir .J •,. r · .J c e,b~• SKPD adaiah Jmt Kera PeMerintah 

8 Badan Perenca:,aar Pc"'!~a,g~r-ar ::>a::ah v J selan,,/rya d1sebut SAPPEDA adalah Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerar Prcrs1 s·~JK":J, 

9. Kepala Sadan adalar Kepala Sadar Perenc·;: ,, Pcrnbangunan Daerar Prov1nsi Sengkulu 

• 10. Rencana Pembangunan Jargka Par1ang J::c·1n yang selanIutrya d1sebut RPJP Daerah adalah 

dokumen perencanaan pelT'bangunan P•ov r• Serigkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampaI de,,gar ',hun 2025, yang memuat visi, m1si dan arah 

pembangunan jangka panjang Prov1nsi SengkJIu 

11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah ::>ae·ah Prov1rsi Bengkulu yang selanIutnya disebut 

RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Jae·ah Provms1 Bengkulu Tahun 2010-2015 yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunar ::>aerah untuk penode 5 (l1ma) tahun, 



 

• 

• 

i 2 Rer:a~a Pernoa~g;;~an Tahu nan Nasional yaI g selanjulnya disebul Rencana Keqa Pemerintah 

a,a1 ~11.::i ada1an doKumen perencanaan nasio!'al untuk 1 (satu) tahun; 

• 3 :;er:ana ::ie~bangunan Tahunan Daerar yang selanjutnya d1sebut RKPD adalah dokumen 

perencanaar Pe"le,intah Provinsi Bengkulu un,uk periode 1 (salu) tahun yaitu lahun 2012 

1 4 Rencana Ker1a Saluan Kerja Perangkal Daerah yang selanJulnya disebut RENJA SKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012· 

15. Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan keg1atan suatu SKPD 

serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum 

antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Provinsi 

Bengkulu. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal2 

:1; RK::io ~ahun 2012 adalah Dokurnen Peren ..araar Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 

(satu· taru!' 1a1U tat1Ur> ::,: 2 te,~·'.,~, ~ J :a<'ggal 1 Januan sampai dengan tanggal 31 

Desember 20· 2 

(2) RKPD Tahun 2012 sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM 

Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat Isu strateg1s pembangunan berdasarkan hasil 

evaluasi tahun sebelumnya kerangka ekoPomi Daerah pnoritas program dan kegiatan 

pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemenntah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk 

mendorong partisipasi masyarakat; 



 

• 

• 

BABIII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 

11) RKPD Tahun 2012 dimaksudkan sebaga, 

a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD: 

b. Bahan penyusunan RKA-SKPD; 

c. Pedoman penyusunan Kebijakan UmulT' PPAS. dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012. 

d. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2012 

(2) Penyusunan RKPD Tahun 2012 bertuiuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan 

pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan, 

serta mewujudkan efis1ensi alokasi sumberdaya 

BAB IV 

RKPD PROVINS! BENGKULU TAHUN 2011 

Bagian Kesatu 

Dokumen RKPD 

PasaI4 

: 1 : RKPD Tar,r 2:l12 di'.~a1gkan daia"' sebJa" !Jokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Prov1ns1 Beng,Jlu dengan s1s,emat1,,a penu11san s1:bagai benkut. 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANMN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMER f, TAH 

BAB Ill 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAERAH 

PRIORITAS DAN SASARAN PWBANGUNAN DAERAH 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

PENUTUP 



 

• 

• 

(2\ !Jra•a" eb·- a':~• "'le·genaI Do,.umen ~PJ Tahun 2012 sebagaimana dimaksud ayat (1) 

sebagaimana ;ercarturr daIam Lamp1ran Per,• nan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan 

dar bagiar 1ang ~dak terpisahkan dar; Pera'u'a" Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Pasal5 

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2012: 

a. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggunaka~ :'\KPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan 

Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dengar DPRD; 

b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD dengan DPRD 

Pasal6 

(1) Kepala BAPPEDA melakukan penelaahar ,ernadap kesesuaian RKA-SKPD hasil pembahasan 

bersama DPRD dengan RKPD Tahun 20'2 

12) Dalam ~a1 RVJ.-SKPD t1dak sesuaI dengar R.<::J Tatiur 2012 hasil pembahasan bersama DPRD, 

Pemerimah Prov1~sI Beng~ulJ nierggu"akar '<1<:::□ Tahun 2012 hasil pembahasan dengan DPRD 

sebaga1raria d "'aKsvj i:,ada Pasd 5 hJ~• a J a;as 

Bagian Ketiga 

Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal7 

(1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan alas pelaksanaan rencana kerja dan 

anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing 

program. 

(2) Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjad1 bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis 

dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diaJukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya. 



 

• 

{3J -aporan sebagaimana dimaksud ayar (1 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala 

2;.PPEDA, yang disarnpa1kan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya lriwulan pada 

tahun anggaran 1arg bersangkulan. 

BABV 

PENUTUP 

Pasal8 

Dalam pelaksanaan Peraluran Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang­

undangan yang berlaku 

Pasal9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 ~1 dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu 

D,tetapKar d1 Bengkulu 
pada tanggal os- -o?- -)DI/ 

[_ · It. GU BER If BENGKULU. 

'/I? ,,, 
O; H. JUNAIDI HAMSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal o,; -o t-io11 

(A SEKRETARIS DAERAH, V 
/ 

/ ~ -LAMAT 

SERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 1'1 


